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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Istilah tindak pidana diambil dari istilah strafbaarfeit yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. Sekalipun demikian menurut Adami Chazawi, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud strafbaarfeit itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang kemudian sebagian besar materinya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Para ahli hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian strafbaarfeit. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut, diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan istilah yang lebih sering digunakan adalah tindak pidana.

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Keberadaan tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk menggunakan kewenangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.

Secara umum, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan atau kelalaian yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering disamakan dengan istilah strafbaar feit, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta menjadi tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana berkaitan dengan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian, yang menjadi dasar penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

Selain adanya perbuatan dan kesalahan, tindak pidana juga mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana. Artinya, pelaku harus berada dalam kondisi kejiwaan yang memungkinkan dirinya memahami perbuatannya dan mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan tersebut menurut hukum.

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Pemahaman yang tepat mengenai pengertian tindak pidana sangat penting agar penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara adil, pasti, dan proporsional.

Selain itu, pengertian tindak pidana juga berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, seperti keamanan, ketertiban umum, serta hak-hak dasar individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang merugikan dapat dikriminalisasi, melainkan hanya perbuatan yang dianggap benar-benar membahayakan kepentingan hukum tersebut.

Dalam perkembangannya, konsep tindak pidana tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perbuatan yang pada suatu waktu dipandang sebagai tindak pidana dapat mengalami perubahan status hukum seiring dengan perubahan pandangan masyarakat dan kebijakan hukum pidana yang berlaku.

Pengertian tindak pidana juga memiliki peranan penting dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, harus memahami secara tepat konsep tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana atau bukan. Kesalahan dalam memahami konsep ini dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam proses peradilan.

Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai rumusan normatif dalam undang-undang, tetapi juga sebagai konsep hukum yang memiliki dimensi sosial dan filosofis. Pemahaman yang komprehensif terhadap pengertian tindak pidana menjadi landasan penting dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan sarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (criminal act) dengan pertanggung jawab pidana (criminal responsibility). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungan jawab pidana (criminal responsibility). Golongan monistis menurut Sudarto antara lain adalah:

1. D. Simons; strafbaar feit adalah : “een stafbaar gestelde, on rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toere keningsvatbaar persoon”. Unsur-unsur stafbaar feit adalah :
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

b. Diancam dengan pidana (stafbaar gesteld)
c. Melawan hukum (onrech matig)
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
e. Oleh
orang
yang
mampu
bertanggung
jawab
(toere keningsvatbaar person).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit.
a. Unsur-unsur obyektif
Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1) Perbuatan manusia, berupa :
a. act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
b. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
1) Akibat
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak miliki, kehormatan, dan sebagainya.

2) Keadaan-keadaan (circumstances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

3) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dipidana berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari pidana. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.
b. 
Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.
Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya, para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan. Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua unsur yakni tak hati- hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Van Hammel; definisi strafbaar feit adalah “een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten”.
Jadi unsur-unsurnya adalah :
a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,
b. melawan hukum,
c. dilakukan dengan kesalahan, dan
d. patut dipidana.
3. E. Mezger : “die straftat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
b. Sifat melawan hukum (bersifat objektif maupun subjektif)
c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
d. Diancam dengan pidana
4. Karni : delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
5. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara criminal act (perbuatan pidana) dengan criminal responsibility (pertanggungan jawab pidana).

Golongan dualistik menurut Sudarto adalah sebagai berikut :

1. W.P.J. Pompe
Berpendapat bahwa menurut hukum positif, feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang Strafbaar feit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dari kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaar feit).

2. Moeljatno
Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
a. Perbuatan (manusia)
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Syarat formil hrus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpula dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbatan itu harus pula betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yagn tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitaka-citakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bisa dibedakan di atas mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga sarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak

hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.
Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh undang-undang dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. 
Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya
Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.
 Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan seharihari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memliki secara melanggar hukum.
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pencurian pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki, sehingga merugikan pemilik barang tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai perbuatan yang melanggar hak milik orang lain. Hak milik merupakan salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, sehingga setiap perbuatan yang menyerang atau mengganggu hak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Secara konseptual, tindak pidana pencurian menekankan pada adanya perbuatan aktif berupa pengambilan barang. Pengambilan tersebut harus dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang yang sah, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Selain perbuatan pengambilan, tindak pidana pencurian juga mensyaratkan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut. Maksud memiliki menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menjadikan barang yang diambil sebagai miliknya sendiri atau setidak-tidaknya berada di bawah penguasaannya secara tidak sah.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan terhadap berbagai jenis barang, baik barang bergerak maupun dalam kondisi tertentu terhadap barang tidak bergerak yang diperlakukan sebagai barang bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa objek pencurian memiliki cakupan yang cukup luas dalam praktik hukum pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, pencurian dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara, keadaan, dan akibat yang ditimbulkan. Pembedaan ini penting karena berpengaruh terhadap berat ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Tindak pidana pencurian juga dapat dilakukan dengan atau tanpa keadaan yang memberatkan. Pencurian tanpa keadaan yang memberatkan dikenal sebagai pencurian biasa, sedangkan pencurian dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari atau secara bersama-sama, dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan.

Selain itu, hukum pidana juga mengenal pencurian ringan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap barang dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Pencurian ringan diperlakukan secara khusus karena dianggap memiliki tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan tidak hanya korban secara individual, tetapi juga mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian diperlukan untuk menjaga perlindungan terhadap hak milik dan ketertiban umum.

Tndak pidana pencurian dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang menyerang hak milik orang lain melalui pengambilan barang dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah. Pemahaman yang tepat mengenai konsep tindak pidana pencurian sangat penting sebagai dasar dalam penerapan hukum pidana secara adil dan proporsional.

Tindak pidana pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, terdapat unsur- unsur tindak pidana pencurian yaitu :

a. Unsur mengambil
Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang “nyata dan mutlak”. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

b. Unsur barang
Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.

c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

d. Unsur secara melawan hukum
Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.
Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam- macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.
3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa kualifikasi yaitu :

a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 632 KUHP sebagaimana telah diterangkan di atas)
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP)
Pencurian ini termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun

1) Yang termasuk pencurian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu :\ Pencurian ternak
2) Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

3) Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama.
5) Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

 Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :
a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
b) Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
c) Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
d) Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
1. Pencurian ringan (Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP)
Pencurian ringan disebut juga geprivilegeerde diesfstal, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Tongat dimasukkannya pencurian dalam keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Di sinilah seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga.

Pasal 364 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkhal (garis keturunan ibu), kekuasan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat d atas, berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Berdasarkan pasal tersebut apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Apabila antara suami dan istri sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian diantara mereka dapat dilakukan penuntutan. Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu pencurian adalah keluarga sedarah dan garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.
B. 
Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana
1. 
Pengertian Korban Tindak Pidana
Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.
Menurut Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaiannya (by omission).

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang- wenangan dan lain sebagainya.

Pengertian korban secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:
a. Orang;
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
c. Kerugian ekonomi;
d. Akibat tindak pidana.
2. 
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana
Perlindungan hukum terhadap korban secara umum diatur dalam KUHAP. Perlindungan terhadap korban secara langsung dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana dalam mendapatkan ganti kerugian. Tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan gabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

R. Soeparmono berpendapat bahwa asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP sedang memberi prosedur hukum bagi seorang korban atau beberapa korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung sehingga penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud dalam KUHAP.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban yang sering kali terabaikan dalam proses penegakan hukum yang lebih berfokus pada pelaku tindak pidana.

Korban tindak pidana adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu perbuatan pidana. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang lemah dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara untuk memulihkan kondisi dan menjamin rasa keadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak korban sejak awal, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam sistem hukum pidana, perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan korban. Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis, maupun rehabilitasi psikologis.

Hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum juga berkaitan dengan hak atas rasa aman. Negara berkewajiban melindungi korban dari ancaman, tekanan, atau intimidasi yang mungkin timbul selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban juga mencakup hak untuk memperoleh informasi. Korban berhak mengetahui perkembangan perkara yang dilaporkannya, termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam praktik peradilan pidana, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap korban diperlukan agar korban tidak hanya menjadi alat pembuktian, tetapi juga subjek yang hak-haknya diakui dan dilindungi.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, serta penyediaan lembaga dan mekanisme perlindungan korban.

Selain negara, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan korban tindak pidana. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak atas :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dukungan keamanan.

c. Mendapat penerjemahan.
d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
f. Memberikan keteragan tampa tekanan
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Dirahasiakan identitasnya.
i. Mendapatkan identitas baru.
j. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
k. Mendapatkan tempat kediaman baru.
l. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
m. Mendapatkan pasehat hukum.
n. Menerima bantuan biaya bidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

o. Mendapat pendampingan.
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi berupa :

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
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